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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk, untuk melihat pemahaman wajib pajak dan pelaporan pajak. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara langsung terhadap wajib pajak. Data diperoleh secara langsung dari salah satu dosen yang 

bekerja di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari analisis menyatakan bahwa responden memiliki pemahaman 

yang baik mengenai pajak sebagai dasar untuk menjalankan kepatuhan wajib pajak. Responden mengetahui 

dengan baik bagaimana alur dalam pelaporan pajak dan konsekuensi yang harus ditanggung, serta 

melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu.  

Kata kunci: Pemahaman pajak, Kepatuhan pelaporan pajak, Wajib pajak 

Abstract 

This study aims to, to see the understanding of taxpayers and tax reporting. This research approach uses a 

qualitative descriptive approach. Data collection techniques using direct interviews with taxpayers. The 

data was obtained directly from one of the lecturers who worked at one of the universities in Malang City. 

The data analysis technique in this research is descriptive analysis. Based on the results of the analysis, it 

is stated that respondents have a good understanding of taxes as the basis for carrying out taxpayer 

compliance. Respondents know well how the flow in tax reporting and the consequences that must be borne, 

and perform tax reporting independently and on time 

Keywords: Tax understanding, Tax reporting compliance, Taxpayers 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara (Ginting et al., 

2017), yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk membiayai belanja pemerintah. Seiring 

berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan inovasi dalam dunia perpajakan, termasuk sistem 

perpajakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tene et al., 2017). Salah satu 

sistem yang ada dalam perpajakan adalah rakyat harus menghitung dan melaporkan sendiri 

kepada pemerintah, besaran pajak yang harus dibayarkan (Ginting et al., 2017). Hal ini berarti 

masyarakat harus faham akan aturan dan mekanisme pelaporan pajak. 

Keadaan yang sedang dilanda krisis akibat pandemi, mengakibatkan pendapatan pajak 

menurun sebesar 12% dari tahun 2019 sebesar Rp604,3 triliun menjadi Rp513,65 triliun pada 

tahun 2020. Kepatuhan wajib pajak pada periode sebelum pandemi sudah cukup rendah, yaitu 

sebesar 67,2%. Data pendapatan pajak yang menurun selama pandemi, menunjukkan bahwa 
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kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak selama pandemi juga semakin menurun. Terdapat 

banyak faktor yang memengaruhi kejadian ini, antara lain pemahaman wajib pajak yang masih 

rendah, kesadaran akan membayar pajak yang kurang, dan pemerintah kurang gencar dalam 

menggabungkan membayar pajak (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018). Salah satu faktor 

terbesar yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak (As’ari, 2018; Ginting 

et al., 2017). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada kegiatan isi E-SPT yang dilakukan oleh Tax 

Warrior Universitas Negeri Malang, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui bagaimana cara melaporkan pajak kepada pemerintah. Padahal, sudah banyak 

langkah yang ditempuh oleh 

pemerintahllluntuklllmeningkatkanllpemahamanllwajibllpajaklllsalahllsatunyalldenganllmelaku

kan sosialisasi dan bimbingan teknis. Akan tetapi realitanya di lapangan masih banyak 

masyarakat yang awam dengan pelaporan pajak. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak sudah banyak dilakukan (As’ari, 2018; Ginting 

et al., 2017; Jihin et al., 2021; Tene et al., 2017; Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018), akan 

tetapi terdapat perbedaan hasil yang ditemukan. Mayoritas menemukan 

bahwalpemahamanlwajiblpajakltidaklberpengaruhlsecaralsignifikan, akan tetapi faktanya di 

lapangan masih banyak yang belum paham akan mekanisme pelaporan pajak. Maka dari itu perlu 

dilakukan kajian ulang mengenai masalah ini. Sehingga tujuanldalamlpenelitianliniladalah 

menganalisislpengaruhlpemahamanlwajiblpajaklterhadaplpelaporanlpajak.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 TheoryiofiPlannediBehavior (TPB) 

TeorilRencana Perilaku merupakan teori yang menjelaskan bahwa individu melakukan 

suatu hal sesuai dengan niat yang ada pada dirinya dan niat tersebut muncul karena 

dipengaruhilsikap, normalsubjektif, danlkontrollperilakulyangldipersepsikan (Ajzen, 1991). 

Teori ini adalah penyempurnaan dari Theorylof 

ReasonedlActionlyangldikembangkanlolehlAjzen. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu 

melakukan suatu hal karena didasarkan pada keyakinan individu itu sendiri. Ada beberapa jenis 

keyakinan yaitu behaviorallbelief, lnormativelbelief, dan controllbelief. 

Behaviorallbelief dapat diartikan sebagai keyakinanlindividu terhadap hasil dari 

suatulperilaku danlevaluasilataslhasilltersebut yang 

akanlmempengaruhilsikaplterhadaplperilaku (Ajzen, 1991). Berbeda dengan normative belief 

yang diartikan sebagai keyakinanlindividulterhadaplharapanlnormatif orangllain dan 

selanjutnya akan membentuk variabel normatif subjektif atas suatu perilaku. Normatif subjektif 

lebih mengacu pada persepsi individu terhadap setuju tidaknya individu lain atau kelompok 

tertentu atas perilaku individu tersebut. Sementara itu, control belief merupakan 

keyakinanlindividu terhadap adanya hal-hallyanglmendukunglataulmenghalangi individu 

tersebut dalam melakukan suatu hal. Control belief akan membentuk variabel pengendalian 

yang diasumsikan. Kontrol perilaku tersebut didasarkan pada asumsi seseorang terkait 

bagaimanakah perilaku yang seharusnya diterapkan sesuai dengan sumber daya dan peluang 

yang ada (Ajzen, 1991). 

TheoryloflPlannedlBehavior dapat dijadikan acuan dalam penelitian terkait peranan 

pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, karena 

pemahamanlperpajakanldapatlldilihatlldarilperspektif variabellnormatiflsubjektif. Menurut 
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teori ini, perilaku suatu individu dipengaruhi oleh niat yang muncul dari individu itu sendiri. 

Besarnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan tergantung dari seberapa besar niat yang 

ada dalam diri wajib pajak tersebut dalam memahami tata cara perpajakan. Begitu pula dengan 

kepatuhanlwajiblpajaklyanglldidasarkanlpadalpersepsildanllkesadaranllwajiblpajak 

terhadaplseberapa pentingnya mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Khairannisa 

& Cheisviyanny, 2019). 

2.2 Pajak 

Menurutlpasall1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 

tentanglKetentuanlUmumldanlTatalCaralPerpajakan, 

“Pajakladalahlkontribusilwajiblkepadalnegaralyanglterutanglolehloranglpribadilatau badan 

yang bersifat memaksallberdasarkanllUndang-

Undanglldenganlltidakllmendapatkanllimbalanllsecaralllangsungllldan 

digunakanluntuklkeperluanlnegaralbagilsebesar-besarnyalkemakmuranlrakyat”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Wajib Warga Negara 

Setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak 

tersebut wajib untuk membayar pajak kepada negara. Saat ini, PTKP yang berlaku yaitu 

Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan. Namun, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 

jika wajib pajak tersebut merupakan seorang pengusaha atau wirausaha yang memiliki 

omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun, maka tarif PPh Final yang dikenakan sebesar 

0,5% dari total omzet tersebut. 

2. Pajak Bersifat Memaksa 

Jika seseoarang telah dinyatakan terdaftar sebagian wajib pajak, kemudian 

berdasarkan syarat-syarat subjektif dan objektif wajib pajak tersebut wajib membayar 

pajak, maka orang tersebut wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Adapun denda yang 

akan dikenakan jika secara wajib pajak tersebut sencara sengaja tidak membayar pajak. 

Pengenaan denda tentu didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku. 

3. Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Manfaat atau feedback yang diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak yang 

dilakukan bersifat tidak langsung. Maksudnya, manfaat akan diterima di kemudian hari 

contohnya berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan 

lainnya. 

4. Berdasarkan Undang-Undang 

Segala peraturan dan ketentuan perpajakan seperti mekanisme perhitungan, 

pemotongan, dan pelaporan pajak telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 

SistemlpemungutanlpajakllyangllberlakulldillIndonesiallsaatlliniladalahlselfllassessmentll 

system, dimanalwajiblpajaklharuslmemotong, lmenghitung, lmembayar, 

ldanlmelaporkanlpajaklterutangnya sendirilkelKPPltempatlwajiblpajaklterdaftar tanpa campur 

tangan fiskus. Hal ini berarti wajib pajak juga harus melakukan pengisian SPT sendiri. Lebih 

lanjut, Tene et al. (2017) mengatakan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban wajib pajak terhadap terpenuhinyalkewajibanlperpajakanldalamlsatu 

masalpajaklataultahunlpajak. Jika SPT yang telah dilaporkan ternyata terdapat kesalahan, maka 
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wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT 

sebelum jangka waktu dua tahun sebelum dilakukan pemeriksaan atau bisa juga dilakukan 

setelah jangka waktu satu tahun. 

2.3 Pemahaman Wajib Pajak 

Wajib pajak dianggap paham terkait kewajiban perpajakan apabila mereka mengerti 

peraturan dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Selanjutnya, 

wajiblpajakltersebutlmelaksanakanlkewajibanlperpajakannyaldenganllbaiklldanllbenarllsesuai 

peraturan yanglberlaku. Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai proses berpikir dan 

proses belajar yang dilakukan oleh wajib pajak dengan harapan mampu memahami konsep 

perpajakan dengan baik (Rizkiyah, 2020). 

Pemahaman perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. Pemahaman terkait perpajakan akan menumbuhkan kesadaran pajak 

pada diri wajib pajak, sehingga mereka yang paham mengenai kewajiban perpajakan akan 

memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, maka 

wajiblpajakltersebutlakanlmelaksanakan 

kewajibanlperpajakannyalsesuailperaturanldanlundang-undanglyanglberlaku. Pemahaman 

perpajakan yang dimaksud yaitu meliputi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), cara 

pembayaran dan penyetoran pajak tepatlwaktu, cara 

melaporkanlpajaklterutangldiltempatlwajiblpajaklterdaftar, serta ketentuan terkait denda dan 

batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Tene et al., 2017). 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak 

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai ketaatan, tunduk, dan patuh terhadap ketentuan 

perpajakan yang berlaku (Pangkey et al., 2017). Wajib pajak dikatakan patuh terhadap peraturan 

perpajakan apabila telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga telah melaksanakan 

hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cáceres Miranda & Florez niño, 

2020). Lebih lanjut, jika wajib pajak memiliki kesadaran untuk berusaha memahami semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku, maka wajib pajak 

tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Ada 

beberapa elemen kunci yang harus diterapkan untuk tercapainya kepatuhan perpajakan 

yaitullprogramllpelayananllyangllbaiklkepada wajiblpajak, lprosedurlyanglsederhanaldan 

mudah bagilwajib pajak, program pemantauan kepatuhan danllverifikasilefektif, 

sertalpemantapanllaw enforcementlsecaraladilldanltegas.  

Ada dua jenis kepatuhan dalam perpajakan yaitu kepatuhanlformal dan kepatuhanlmaterial 

(Sumberjaya & Anton, 2017). Kepatuhan formal merupakan kepatuhan perpajakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk menaati dan mematuhi 

kewajibanlperpajakannyallsecarallformallllsesuaillketentuan perundang-

undanganlperpajakanlyanglberlaku. Sementara itu, kepatuhan material diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 

Dalam penelitian Sinaga (2020) menjelaskan bahwa contoh kepatuhan formal yaitu 

menyampaikan SPT dengan benar, sedangkan contoh kepatuhan material yaitu memperhatikan 

kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT tersebut. 

Menurut UU No. 28 tahun 2007, wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus 

dilaksanakan, yaitu mendaftarkanldiri ke kantorllDirektoratllJenderalllPajak setempat, 

melaporkan usahanyalpadalkantorlDirektoratlJenderalPajaklsetempat, mengisilSurat 
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Pemberitahuan dengan baik dan benar, membayar dan menyetor pajak terutang ke kas Negara, 

serta menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Kepatuhan perpajakan dapat diukur berdasarkan 

kategori wajib pajak patuh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

74/PMK.03/2012. Kategori yang dimaksud dalam peraturan tersebut ada 4, 

yaitultepatlwaktulldalamllmenyampaikanllSuratllPemberitahuan, lltidakllmempunyai 

tunggakanlpajak, 

laporanlkeuanganltelahldiauditlAkuntanlPublikllataulllembagalpengawasanlkeuangan 

pemerintah, 

ldanltidaklpernahldipidanalkarenalmelakukanlltindakllpidanalldilbidangllperpajakan. Jika 

seorang wajib pajak memenuhi 4 kategori tersebut, maka wajib pajak tersebut dianggap sebagai 

wajib pajak yang patuh.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dimana meneliti fakta yang ada secara sistematis 

melalui objek penelitian, kemudian mengolah data dan disajikan berdasarkan teori yang relevan 

sebagai hasil kesimpulan (Lubis, 2018). Menurut Sugiyono (2007) dalam Prasanti (2018) 

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan meneliti suatu objek dimana 

peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian akan disajikan 

dalam bentuk makna. Pendekatan ini diambil untuk menganalisis secara mendalam bagaimana 

perananlpemahamanlwajiblpajaklterhadap tingkatlkepatuhan wajiblpajak. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang diterima dari wajiblpajaklorang pribadi. 

Jenis dan sumber data 

Jenisldatalyangldigunakanladalahldatalprimer. 

Datalprimerlmerupakanldatallyanglldiambil dari informan melalui hasil wawancara (Khairunnisa 

& Cheisviyanny, 2019). Data ini diperoleh secara langsung dari salah satu Dosen di kota Malang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berasal dari hasil wawancara langsung terhadap 

wajib pajak. Model wawancara dipilih untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber 

pertama sehingga terjamin keakuratannya. Selain itu, dengan model wawancara dapat 

mengembangkan pertanyaan sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam terhadap topik 

yang dibahas. Semakin dalam peneliti mengetahui informasi tersebut, maka semakin mudah 

peneliti dapat mengetahui bagaimanaltingkat 

pemahamanlwajiblpajaklterhadapltingkatlkepatuhan lapor pajak. Untuk memperoleh data, 

peneliti mengunjungi ruang kantor tempat wajib pajak bekerja. Setelah data tersebut terkumpul, 

maka akan digunakan sebagai bahan analisis yang akan diolah dan disajikan sebagai hasil 

penelitian yang dipaparkan berdasarkan fakta-fakta menggunakan analisis deskriptif. 

Tekniklanalisisldatalyangldigunakanldalamlpenelitian iniladalah analisisldeskriptif. 

Analisisdeskriptif 

dilakukanldenganlmengumpulkanldanlmengklasifikasikanldatalyangldiperoleh, 

kemudianlldianalisislldan dijelaskan melalui hasil penelitian dari topik yang diteliti (Lubis, 2018). 

Analisis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Menyusun pertanyaan 

wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti; 2. Melakukan wawancara 

serta merekam jawaban informan agar akurat dan tidak adanya mis-informasi. Dalam hal 
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merekam, tentunya hal ini dilakukan atas persetujuan pihak informan; 3. Memastikan bahwa hasil 

wawancara telah sesuai dengan topik yang dibahas; 4. Mengolah dan menganalisis hasil 

wawancara. Peneliti menyaring data yang sangat penting dan tidak penting; 5. Menganalisis hasil 

penelitian dan menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemahaman wajib pajak 

Dalam pemahaman pajak, wajib pajak diharuskan untuk memahami peraturan terbaru 

terkait perpajakan. Selama pandemi muncul beragam kebijakan insentif yang dapat dimanfaatkan 

oleh wajib pajak, hal ini menjadi informasi penting bagi wajib pajak karena akan mempengaruhi 

pelaporan pajak pada saat itu, lalu pada 2021 pemerintah menjadikan harmonisasi peraturan 

perpajakan (HPP) menjadi undang-undang, adanya perubahan peraturan mengharuskan wajib 

pajak untuk selalu mengikuti perubahan tersebut. Terkait pemahaman responden tentang 

kewajiban perpajakan ini dinilai baik karena dapat melakukan pengisian SPT sendiri melalui e-

filling dengan benar walaupun ada beberapa perubahan peraturan perpajakan yang belum 

diketahui dan kurang dipahami oleh responden. Meskipun begitu, responden tidak menggunakan 

bantuan jasa dari konsultan pajak atau dari relawan pajak saat pelaporan perpajakan. Namun 

berbeda halnya ketika wajib pajak tidak memahami terkait peraturan perpajakan maka wajib pajak 

pasti akan memilih menggunakan bantuan jasa dari konsultan pajak (Khairannisa & 

Cheisviyanny, 2019). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemahamanlwajiblpajaklyangladalpada 

responden baik. 

Walaupun ada beberapa perubahan peraturan perpajakan yang belum diketahui dan 

kurang dipahami oleh responden namun responden dapat mengerti dan memahami tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan 

kondisi ketika responden dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan 

pembayaran pajak, mengetahui tempat pembayaran, dan memahami denda dan batas waktu 

pembayaran atau pelaporan SPT Resmi. Selain memiliki pemahaman yang baik responden juga 

memiliki kesadaran pajak yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan pemahaman tentang arti dari 

pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara atau wujud bakti terhadap negara, lalu 

memahami fungsi serta manfaat pajak yaitu sebagai salah satu cara dalam mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Tene et al., 2017) 

Kepatuhan pelaporan pajak 

Kepatuhanldalamlperpajakan dapat dibedakanlmenjadi dua, yaitulkepatuhanlformal dan 

kepatuhan material (Sumberjaya & Anton, 2017). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, 

wajiblpajak 

dikatakanlpatuhljikalmemenuhilkedualdimensilyaitulkepatuhanlformallsertalkepatuhallmaterial. 

Dalam hal kepatuhan formal yang dimiliki responden dinilai cukup baik yang mana 1) responden 

telah melakukan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku yaitu dengan melaporkan pajak 

atas penghasilan, 2) Responden yang memiliki hak untuk memperoleh dan mencari penghasilan 

menimbulkan konsekuensiladanyalpemenuhan kewajibanl untukl menyerahkanl sebagianl 

penghasilanltersebutlkepada negaraldalamlbentuk pajak. Responden yang telah menerima hak 

untuk dapat mencari penghasilan berkewajiban membayar pajak dan hal tersebut telah dilakukan. 

3) memiliki pengetahuan tentang prosedur pembayaran, sebagai orang yang berpendidikan 

responden telah memiliki pengetahuan mengenai tata cara pembayaran atas pajak yang dipotong 

maupun dibayarnya. 4) pengetahuanlmengenai jatuhltempolpembayaran, dan 5) 
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tidaklpernahlmelanggarlketentuanlperaturanlperpajakan. Lalu dalam hal kepatuhanlmaterial 

responden nyatanya tidak mempunyailtunggakan pajak, serta membayar pajak tepat waktu 

sehingga tidak ada sanksi/denda yang perlu dibayar. 

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak 

Berdasarkan penjelasan di atas pemahaman responden yang baik terkait ketentuan dan 

tata cara perpajakan serta didukung dengan kesadaran responden sebagai wajib pajak membuat 

tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang baik pula, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tene et 

al. (2017), Jihin et al. (2021), dan Nayoan (2011) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib 

pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. 

SIMPULAN 

Pemahaman yang baik terhadap pajak merupakan hal yang penting dimiliki oleh wajib 

pajak. Adanya peraturan yang berubah mengenai kebijakan perpajakan serta self assesment 

system yang menjadikan wajib pajak melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak terutang 

secara mandiri inilah yang menjadikan wajib pajak diharuskan memiliki pemahaman pajak yang 

baik agar terciptanya suatu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terhadap salah 

satu responden yakni seorang dosenlFakultas EkonomildanlBisnislUniversitas Negeri Malang, 

hasil dari penelitian menyatakan bahwa responden tersebut memiliki pemahaman yang baik 

mengenai pajak. Kemudian, pemahaman baik yang dimiliki responden tersebut dimanfaatkan 

untuk menjalankan kepatuhan wajib pajak. Responden mengetahui dengan baik bagaimana alur 

dalam pelaporan pajak dan konsekuensi yang harus ditanggung, serta melakukan pelaporan pajak 

secara mandiri dan tepat waktu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak yang 

dimiliki responden berperan penting terhadapltingkatlkepatuhanlwajib pajak. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanyl meneliti satu responden yang berasal 

dari fakultas ekonomi. Sehingga, saran untuk penelitian selanjutnya yakni dapat meneliti dengan 

menambah responden atau mencoba meneliti responden dari profesi dosen yang tidak berlatar 

belakang dari fakultas ekonomi.  Implikasi dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan 

bagi pembaca serta menambah motivasi bagi pembaca yang memiliki pengetahuan perpajakan 

yang baik namun belum menjalankan kepatuhan wajib pajak. 
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